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Menimbang: a.

BUPATI MANGGARAI TIilIUR,

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1O ayat {21 Petaturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2OL2 tentang Pengelolaan

dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Sistem Penarikan Retribusi

merupakan salah satu kegiatan perencanaan pasar tradisional

yang dilakukan oleh SKPD yang membidangi pasar, maka Dinas

perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai

Organisasi Perangkat Daerah yang menallgani perencanaan {isik

dan non lisik pasar berwenang dan bertanggungiawab

melaksanakan pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten

Manggarai Timur;

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2\ huruf e

Feraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun

2016, Badan Keuangan Kabupaten Manggarai Timur melaksanakan

fungsi penunjang keuangan, maka Badan Keuangan tidak

berwenang melaksanakan urusan Pemerintahan terkait penarikan

Retribusi Pelayanan Pasar;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur

Nomor 13 Tahun 2A11 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun L9a5; /

b.

C.

Mengingat : 1.



2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OOT tentang Pembentukan

Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor )O2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5Oae);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679\;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2AL2 tentang

Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional; 
I

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 13 Tahun

2Oll tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah

Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011' Nomor 13, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Nomor 65);

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten

Manggarai Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Nomor 127);

Dengan Pers● tuJuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
dan

BUPATI MANGGARA=TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menctapkan I PERATURAⅣ  DAE― TENTANG PERUBAHJ ATAS PERATURAN

DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR 13 TAHUN

201l TENTANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR./

3.

4.

5。

6.

7.



Pasal I

Kctentuan Pasal l angka 6 Pera濾 搬n Daerah Kabuptten Manggartt TIInur Nomor 13

Tahu薫  201l tclltttg ReLribusi P塗等拿_71an Pasar (1£ mbaran DaeFtt Kabupaten

Manggarai TimuF Tahun 201l No韓or 13,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

M額毅garaittmtt Nomor 65}ditbそ 轟 Seb〔電話 beFikut i

Pasa1 1

6, Dillas adalah Perangkat Daerah yang rnenyele=ggarakan Uttsan Pcme五 ntahan
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Pasal II

Pera抗lran Dacrah inl m■ llal berlaku pada tanmal diundangkan.
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PENJELASAIT
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAT{GGARAI TIMUR
OMOR 1 TATIUN 2OL9

TENTANG
PERUBAI{AN ATAS PERATURAN DAERAII I(ABUPATEN MAI{GGARAI TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2OT1 TENTA}IG R TRIBUSI PELAYAITAT{ PASAR

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur

Nomor 6 Tahun 201,6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Manggarai Timur yaitu Pasal Pasal 2 ayat (2) huruf e mengatur bahwa

Badan Keuangan Kabupaten Manggarai Timur melaksanakan fungsi penunjang

keuangan dan tidak lagi menjalankan urusan Pemerintahan, dengan demikian

Badan Keuangan Kabupaten Manggarai Timur yang berdasarkan ketentuan Pasal

1 angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 13 Tahun 2oll

tentang Pelayanan Retribusi Pasar nomenklaturnya adalah Dinas Pendapatan,

pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, tidak lagi berwenang melaksanakan tugas

dan fungsi sebagai penanggungfawab dan pemungut Retribusi Pelayanan Pasar di

Daerah. I

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 20 Tahun 2Ol2 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional,

mengatur bahwa "Bupati /Walikota melalui Kepala SKPD melakukan perencanaan

pasar". perencanaan pasar sebagaimana dimaksud meliputi perencalraarl fisik dan

perencanaan non fisik. Sistem Penarikan Retribusi merupakan salah satu bagian

dari kegiatan perencanaan Non fisik yang berdasarkan Peraturan Menteri ini

dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Pasar. Hal ini berarti bahwa Dinas

perdagang"rt, tcoperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai Organisasi Perangkat

Daerah yang diberi kewenangan untuk menangani perencanaan fisik dan non fisik

pasar dan bertanggungf awab melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan

Pasar di Kabupaten Manggarai Timur.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut

Kabupaten Manggarai Timur Nomor 13 Tahun

Pasar perlu diubah.

U. PASAL DTIII PASAL

Pasal I
Cukup Jelas.

diatas, maka Peraturan Daerah

2}ll tentang Retribusi PelaYanan

Pasal II
Cukup Jelas.

TAMBAI{AN I,EII,IBARAN DAI}RAI{ I{ABUPATEN II,IAN(}GARAI TIMUR IIOMOR 151-.,-


